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Abstract 

 The establishment of BUMDes in Puo Raya Village aims to improve the village economy, optimize village 

assets to be useful for village welfare, improve community efforts in managing village economic potential and 

create opportunities and market networks that support the needs of public services for residents. The purpose of 

this study was to analyze and determine the management of BUMDes Tunas Harapan Jaya Puo Raya Village, 

Tandun District, Rokan Hulu Regency and its inhibiting factors. The research method used is a qualitative method 

with data collection through interviews, observations and documentation. The informants in this study were the 

Head of Puo Raya Village, Head of Bumdes, Head of PUBJ Unit, Shop Employees and the Community of Puo 

Raya Village. The results of the study can be concluded that the Management of the Village-Owned Enterprise 

Tunas Harapan Jaya, Puo Raya Village is still not optimally implemented because many incomplete goods are sold 

and there are still people who do not want to cooperate in the management of Bumdes Tunas Harapan Jaya. There 

are still inhibiting factors found in the management of the Village-Owned Enterprise Tunas Harapan Jaya, Puo 

Raya Village, namely the lack of funds which is one of the major causes. Because the existence of Bumdes in 

implementing programs and businesses cannot be separated from the budget they have, as a business institution, 

the existence of business capital is one of the pulses for life and development. 
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Abstrak 

 Pendirian BUMDes di Desa Puo Raya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, 

mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat 

dalam pengelolaan potensi ekonomi desa serta menciptakan peluang dan jaringan pasar yang 

mendukung kebutuhan layanan umum warga. Namun dalam pelaksanaannya khusunya program 

saprotani belum terlaksana secara optimal, masih ditemukannya pelaksanaan program ini sehingga 

banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk berbelanja kebutuhan saprotani di bumdes ini. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan BUMDes Tunas Harapan 

Jaya Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu serta faktor penghambatnya. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, 

pengamatan dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Puo Raya, Kepala 

Bumdes, Kepala Unit PUBJ, Karyawan Toko dan Masyarakat Desa Puo Raya. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya masih belum 

maksimal dijalankan karena banyak barang-barang yang tidak lengkap dijual serta masih ada 

masyarakat yang tidak mau ikut kerja sama dalam pengelolaan Bumdes Tunas Harapan Jaya. Masih 

adanya ditemukan faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan 

Jaya Desa Puo Raya yakni kekurangan dana yang menjadi salah satu penyebab besarnya. Karena 

keberadaan Bumdes dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang 

dimilki, sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. 

Kata Kunci : Pengelolaan, Program, Saprotani 
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Pengelolaan merupakan suatu proses yang dilakukan mulai dari perencanaan, 

pengawasan, evaluasi dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

agar dapat berjalan secara efektif dan efesian. Salah satu strategi dalam memudahkan desa 

untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang 

mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah 

Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan 

memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah 

satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung 

dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang 

tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan 

Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam 

peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri. 

  Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang 

Badan Usaha Milik Desa, BUMDes merupakan usaha desa yang 

dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan 

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes dibentuk sebagai 

upaya memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2007 

tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang 

selanjutnya disebut BUM Desa adalah suatu lembaga/badan perekonomian Desa, yang 

dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian 

besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. 

Dengan kehadiran BUMDes pemerintah desa beserta masyarakat dapat 

mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah desa beserta masyarakat dapat membuat program-program yang sesuai dengan 

potensi-potensi desa tersebut. 

  Pendirian BUMDes di Desa Puo Raya bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, 

meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan 

rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan 

jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan 

dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan 

pendapatan asli desa. 

  Sejarah berdirinya Bumdes di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten 

Rokan Hulu yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2016 melalui musyawarah Pembentukan 

Bumdes yang diadakan pada tanggal 13 Oktober telah didirikan suatu perusahaan yang 

merupakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sejahtera Desa Puo Raya. Berdasarkan hal 
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tersebut di atas para penghadap telah diangkat sebagai para pengurus dari perusahaan 

tersebut.   

Berdasarkan Peraturan Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu 

dalam pasal 1 tahun 2016 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan Bumdes 

adalah suatu lembaga/Badan Perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan 

dimilki oleh Pemerintah Desa, yang dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional 

dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.  

Jenis usaha Bumdes di atas, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tunas Harapan Jaya di 

Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu telah menjalankan kegiatan usaha 

seperti dibawah ini : 

1. Keuangan atau Banking, menjalankan usaha simpan pinjaman bagi anggota 

petani atau yang terdaftar di bumdes, yang mana pengelolaannya diketuai oleh 

Kepala Unit Simpin.  

2. Perdagangan 

a. Program unit saprotan tani, menjalankan kegiatan yang bergerak dalam 

bidang penyediaan sarana produksi pertanian terutama pupuk, pakan 

ternak dan kebutuhan peternakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan para 

petani. 

b. Program toko bangunan, menjalankan usaha jual beli berbagai macam 

bahan-bahan bangunan untuk kebutuhan pembangunan di desa.  

c. Program BRIlink, menjalankan usaha jasa seperti menyetor dan menarik 

uang melalui program BRIlink  agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh 

datang kebank. Program ini dikelola oleh staf keuangan bumdes.  

3. Kredit barang, menjalankan usaha kredit barang baik kebutuhan rumah tangga 

maupun kebutuhan pertanian.  

4. Peternakan 

a. Peternakan kandang ayam, menjalankan usaha penyewaan kandang ayam 

dan pemeliharaan ayam.  

Berikut dapat dilihat hasil pencapaian dana yang diperoleh dari masing-masing 

program yang dijalankan oleh Bumdes Tunas Harapan Jaya di Desa Puo Raya : 

Tabel 1..  Pencapaian Dana yang Diperoleh Dari Masing-Masing Program Yang 

Dijalankan oleh Bumdes Tunas Harapan Jaya di Desa Puo Raya 

No. Tahun Target 

Pemasukan  

Realisasi Pemasukan 

Program Keuangan atau Banking 

1. 2021 Rp. 500.000.000 Rp. 391.662.000 

2. 2022 Rp. 500.000.000 Rp. 352.334.550 

3. 2023 Rp. 500.000.000 Rp. 442.021.500 
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Program unit saprotan tani 

1. 2021 Rp. 50.000.000 Rp. 26.592.600 

2. 2022 Rp. 50.000.000 Rp. 31.639.250 

3. 2023 Rp. 50.000.000 Rp. 19.352.500 

Program toko bangunan 

1. 2021 Rp. 200.000.000  Rp. 189.562.000 

2. 2022 Rp. 200.000.000 Rp. 216.367.500 

3. 2023 Rp. 200.000.000 Rp. 164.681.000 

Program BRIlink 

1. 2021 Rp. 100.000.000         Rp. 98.850.000 

2. 2022 Rp. 100.000.000 Rp. 114.035.000 

3. 2023 Rp. 100.000.000 Rp. 106.045.000 

Program Kredit barang 

1. 2021 Rp. 100.000.000 Rp. 86.241.600 

2. 2022 Rp. 100.000.000 Rp. 69.014.500 

3. 2023 Rp. 100.000.000 Rp. 91.457.850 

Program Peternakan kandang ayam 

1. 2021 Rp. 48.000.000 Rp. 32.683.310 

2. 2022 Rp. 50.000.000 Rp. 43.687.560 

3. 2023 Rp. 50.000.000 Rp. 48.943.300 

Sumber : Bumdes Tunas Harapan Jaya di Desa Puo Raya, 2024 

Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas satu unit usaha saja yaitu Program unit 

saprotan tani atau Sarana Produksi Pertanian, menjalankan kegiatan yang bergerak dalam 

bidang penyediaan sarana produksi pertanian terutama pupuk, pakan ternak dan kebutuhan 

peternakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan para petani khususnya di sekitar wilayah 

Desa Puo Raya.  

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah uang masuk dari hasil penjualan pada 

program saprotani di Bumdes Tunas Harapan Jaya di Desa Puo Raya selama 3 tahun terakhir 

lebih banyak mengalami penurunan dimana diketahui dari menurunnya minat masyarakat 

desa untuk membeli barang atau kebutuhan pertanian di Bumdes tersebut. Hal lain dalam 

pelaksanaan program saprotan tani ini juga tidak berjalan dengan lancar dengan 

ditemukannya fenomena sebagai berikut : Banyaknya jumlah masyarakat Desa Puo Raya 

yaitu sebanyak 3.272 orang namun kurangnya minat beli masyarakat Desa Puo Raya yang 

membeli pakan ternak dan kebutuhan ternak lainnya ke Bumdes Tunas Harapan Raya karena 

jenis pakan ternak yang dijual tidak lengkap bahkan ada yang sudah kadaluarsa sehingga 

banyak masyarakat yang membeli kebutuhan pakan ternak dan kebutuhan pertanian di luar 
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desa yang lebih lengkap produk yang dijualnya.  Kurang tanggapnya pihak Bumdes Tunas 

Harapan Raya untuk lebih banyak menyediakan dan memperjualbelikan kebutuhan pakan 

ternak sehingga minat beli masyarakat desa akan lebih meningkat dan program Bumdes akan 

semakin berjalan.  

Bumdes diharapkan mampu menyokong pembangunan ekonomi berbasis potensi 

tempatan, sehingga makin mendekatkan pelayanan dan memanfaatkan potensi alam desa. Ini 

berguna untuk menunjang ekonomi tempatan dan membangun pendidikan, kesehatan, 

sarana dan prasarana energi, pengangkutan dan komunikasi dan lainnya (Pradani, 2020). 

Kemudian mempersiapkan sumber daya manusia pengelola Bumdes agar lebih optimal 

dalam mengembangkan Bumdes melalui pelatihan manajemen SDM dan pembuatan peta 

jalan bisnis. 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi Publik  

 Menurut Siagian (2018:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja 

sama antara dua orang manusia atau lebih yang idasarkan atas rasionalitas tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

 Ada beberapa hal yang terkandung dalam defines diatas. Pertama, administrasi 

sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak 

diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsure-unsur tertentu yaitu adanya dua manusia 

atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas atau tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan  tugas-tugas itu.  

 Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan 

seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta 

mengendalikan organisasi modern  yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus 

berlangsung didalamnya.  

 Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2012: 37) adalah tata usaha 

yang mencangkup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penetuan fakta-fakta 

secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan 

timbal balik antara satu fakta lain. 

Konsep Organisasi Publik 

 Menurut Siagian (2018:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara 

dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka 

pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang 

atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang 

disebut bawahan.   

 Gibson, et. Al (2012:6) mendifinisikan ”organisasi adalah wadah yang memungkinkan 

masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara 

sendiri-sendiri”. 

 Menurut Robbin (2018:4) ”organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang 

bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan”. 
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Konsep Manajemen Publik 

 Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2016:268), manajemen merupakan pengendalian dan 

pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, 

diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu. 

 Pendapat Siagian (2018:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, 

yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan 

sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk 

memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang 

lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahawa manajemen merupakan inti dari administrasi 

karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.  

 Menurut Haiman (dalam Manullang, 2014:1) manajemen adalah fungsi untuk 

mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai 

tujuan bersama. 

Konsep Desa 

Widjaja (2003:3) Desa merupakan bagian dari pemerintahan terendah yang berada 

dibawah Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1979 desa adalah suatu 

wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya 

merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di 

bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam 

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Maka dapat ditarik kesimpulan Desa merupakan masyarakat yang mempunyai 

kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya menurut 

Soemantri (2011;7) pemerintah Desa yaitu yang terdiri dari Kepala Desa yang memiliki 

kekuasaan tertinggi dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa ini terdiri dari sekretaris dan 

perangkat lainnya. Sekretaris desa dalam melaksanakan teknis dan unsur kewilayahan yang 

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut.  

Konsep Pengelolaan 

 Menurut Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2009 : 9) 

 Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik 

berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai 

untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih 

bermanfaat. Nugroho (2009:119) mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan istilah 

yang dipakai dalam ilmu manajemen.  

 Menurut Handoko, (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan 

suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu 

yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Dapat diambil kesimpulan dari 

beberapa pendapat diatas bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang di mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.  
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Konsep BUMDes 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang 

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan desa dan masyarakat. 

Secara umum BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dan penguatan 

perekonomian desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Menurut Theresia (2008) dalam Alfian Noer Ilham, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa yang memiliki 

tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan agar terjalinnya hubungan sosial antar 

masyarakat yang berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu 

lembaga ekonomi yang ada diperdesaan memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi yang 

lainnya. Hal tersebut dimaksudkan dengan adanya keberadaan dan kinerja BUMDes dapat 

memberi pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan warga desa. 

Menurut Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa 

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Muryani (dalam Ilham 2008) adalah 

lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang 

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam 

rangka mendapatkan hasil seperti laba atau keuntungan.  

Metode 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

yang menghasilkan data deskriftif tentang kata-kata lisan maupun juga tulisan, dan tingkah 

laku yang dilakukan dan diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 

2011:166). Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang mana menghasilkan data 

deskriftif mengenai kata-kata lisan maupun juga tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati 

dari orang-orang yang diteliti. 

Penelitian kualitatif ini sangat sesuai dengan untuk diterapkan apabila penelitian 

tersebut bertujuan untuk memahami apakah makna yang mendasari tingkah laku pada 

manusia. Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan apabila peneliti ingin mendeskripsikan latar 

dan interaksi yang kompleks dari partisipan (Suyanto dan Sutinah, 2011 : 174), dan sedangkan 

penelitian dekriptif merupakan penelitian yang melukiskan atau menggambarkan sejumlah 

variabel yang berkenan dengan masalah-masalah dan unit yang diteliti oleh peneliti. (Faisal, 

2010:20). 

Penelitian ini berlokasi di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun  Kabupaten Rokan Hulu. 

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan adanya indikasi bahwa 

tujuan dari program Badan Usaha Milik Desa ini belum tercapai atau belum terealisasi secara 

keseluruhan. Dan penulis memilih meneliti disini agar dapat mempermudah penulis dalam 
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memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian dan juga menjadi salah satu tempat 

yang pelaksanaan kebijakannya. 

Informan adalah merupakan orang-orang yang mana dapat memberikan informasi 

kepada peneliti walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Key 

Informan adalah merupakan orang-orang yang mengetahui dan juga memiliki berbagai 

informasi pokok yang diperlukan di dalam penelitian. Key informan dan informan dalam 

penelitian ini adalah Kepala Desa Puo Raya, Kepala Bumdes, Kepala Unit PUBJ, Karyawan 

Toko dan Masyarakat Desa Puo Raya.  

Hasil dan Pembahasan 

Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tentu hal tersebut sangat 

dibutuhkan agar pengelolaan BUMDES dapat berjalan dengan baik dan supaya pengelolaan 

dari BUMDES bisa terhindar dari penyimpanga atau kesalahan yang tidak dinginkan. 

Adapun informasi yang didapatkan oleh penulis dan diolah menjadi informasi yang dapat 

disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (planning)  

Perencanaan adalah upaya yang dilakukan oleh BUMDes Tunas Harapan Jaya Desa 

Puo Raya agar perencanaannya sesuai dengan yang diinginkan. Untuk indicator Perencanaan 

ini sendiri diajukan tiga item penilaian untuk menilai Perencanaan dari penerapan 

Pengelolaan BUMDes Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya. Adapun tiga item penilaian yang 

dinilai yaitu Pelaksanaan musyawarah desa, BUMDes membuat perencanaan dalam 

pengelolaan potensi desa, dan Meningkatkan perekonomian desa. 

Pengelolaan BUMDES harus dilakukan dengan baik agar BUMDES di masyarakat 

dapat berkembang, salah satunya adalah kegiatan menyusun rencana usaha (businessplan), 

yakni Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat. Sehingga para pengelola BUMDes 

memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya 

mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. 

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai 

indikator Perencanaan, peneliti melihat bahwa perencanaan yang dibuat oleh pengelola 

BUMDes Tunas Harapan Jaya khususnya pada program saprotani belum terlaksana dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat tidak ada kegiatan penyusunan laporan atau pengelolaan barang 

atau produk saprotani yang tersedia di bumdes. Oleh karena itu sampai saat sekarang ini 

masih banyak barang-barang saprotani yang tidak layak jual masih dipajang. Seharusnya 

pihak bumdes melakukan pemerikasaan ulang terkait barang saprotani yang dijual dan 

diganti dengan yang baru agar masyarakat selalu tertarik untuk berbelanja di bumdes.   

Namun dalam perencanaan tersebut juga ditemukan hambatan seperti masalah 

regulasi dalam pembentukan BUMDes itu sendiri, kemudian masalah manajemen dalam 

pengelolaan BUMDes Tunas Harapan Jaya, karena pengetahuan petugas BUMDes dalam 

pengelolaan manajemen BUMDes masih kurang, sehingga petugas BUMDes perlu diadakan 



 

 
 
 

Fitri Rahayu dan Nurmasari 

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 / 2024 1528 

pelatihan mengenai pengelolaan BUMDes yang baik. Selain itu juga banyak masyarakat yang 

mengeluh karena pada saat masyarakat ingin belanja, BUMDes sering tutup pada jam-jam 

tertentu. Akan tetapi masyarakat juga mengapresiasiakan kinerja pengurus BUMDes, karena 

pelayanannya ramah. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah suatu penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan 

tujuan-tujuan, sumber-sumber yang sudah ditetapkan oleh BUMDes Tunas Harapan Jaya. 

Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu BUMDes didirikan berdasarkan peraturan Desa 

dan Keputusan Kepala Desa, BUMDes menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran 

Rumah Tangga (ART), dan BUMDes menyusun struktur organisasi. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator 

pengorganisasian, peneliti melihat bahwa pengorganisasian yang dibuat oleh pengelola 

BUMDes Tunas Harapan Jaya dalam program saprotani belum sepenuhnya berjalan dengan 

baik. Hal ini terlihat dari struktur organisasi BUMDes Tunas Harapan Jaya yang telah dibuat 

secara jelas, yaitu dengan berdasarkan Peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa, serta 

musyawarah desa dengan masyarakat namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. Kegiatan saprotani ini sebaiknya direncanakan dan dijalankan bersama 

namun tidak semua pihak yang terlibat dalam bumdes yang mau menjalankan program 

saprotani dengan baik.  

Kemudian mengenai pembagian kerja, setiap jabatan dalam BUMDes memiliki tupoksi 

masing-masing dan harus dijalankan sebagai mana mestinya. Adapun yang menjadi 

wewenang semua pengurus adalah diharuskan memajukan usaha BUMDes Saprotani. 

Meskipun demikian, kinerja seluruh anggota BUMDes harus dapat meningkatkan kinerjanya 

dan mengevaluasi apa yang masih kurang, agar masyarakat merasa puas terhadap 

keberadaan BUMDes Tunas Harapan Jaya dalam bentuk usaha saprotani. 

Jadi, indikator pengorganisasian merupakan suatu penyusunan struktur organisasi 

yang sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber yang 91 sudah ditetapkan oleh BUMDes 

Tunas Harapan Jaya. Struktur organisasi BUMDes Tunas Harapan Jaya telah dibuat secara 

jelas, yaitu dengan berdasarkan Peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa, serta 

musyawarah desa dengan masyarakat. Selain itu juga melibatkan notaris sebagai pelegalisasi 

yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta pendirian BUMDes. Kemudian mengenai 

pembagian kerja, setiap jabatan dalam BUMDes memiliki tupoksi masing-masing dan harus 

dijalankan sebagai mana mestinya. 

 

c. Pengarahan (Actuating)  

Pengarahan adalah suatu langkah atau bentuk manajerial guna untuk mengarahkan 

seluruh pihak yang terlibat dalam mengurusi dan mengelola BUMDes Tunas Harapan Jaya 
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agar bisa bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu BUMDes membuka unit usaha sesuai dengan 

potensi desa, BUMDes menjalankan usaha untuk melayani kebutuhan masyarakat, dan 

adanyasemangatuntukberusaha. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator 

pengarahan, peneliti melihat bahwa pengarahan yang dibuat oleh oleh BUMDes Tunas 

Harapan Jaya dalam program saprotani belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 

pergerakan Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes yang kurang memberikan arahan dan 

masukan, baik dalam segi pengelolaan, pengembangan mitra kerja, dan segi mencari laba 

sehingga kegiatan saprotani tidak berjalan dengan baik.  

Permasalahan lain terkait pelaksanaan kegiatan saprotani sekarang BUMDes sendiri 

belum dapat membalikkan modal yang telah dikeluarkan karena hasil penjualan produk 

saprotani tidak berjalan dengan lancar. Selain itu juga bahan atau barang yang dijual di 

BUMDes masih tergolong sedikit, terutama untuk jenis pupuk serta bibit yang dijual. 

Masyarakat sangat menyayangkan akan hal ini, Karena mereka menilai bahan yang dijual di 

BUMDes masih minim, karena barang yang mereka cari banyak yang tidak adaa tau kosong.  

Kemudian mengenai penyerahan laporan, pengurus BUMDes rutin menyerahkan 

laporan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes Tunas Harapan 

Jaya. Yang kemudian di evaluasi secara bersama-sama untuk memperbaiki apa yang belum 

baik dan menambah apa yang masih kurang. Agar kepuasan dan kepercayaan masyarakat 

terhadap BUMDes menjadi semakin tinggi dan lebih baik. 

Jadi, indikator pengarahan merupakan suatu langkah atau bentuk manajerial guna 

untuk mengarahkan seluruh pihak yang terlibat dalam mengurusi dan mengelola BUMDes 

Tunas Harapan Jaya agar bisa bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes selalu memberikan arahan 

dan masukan, baik dalam segi pengelolaan, pengembangan mitra kerja, dan segi mencari laba. 

Namun sampai hari ini BUMDes belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap 

PAD. Kemudian sampai sekarang BUMDes sendiri belum dapat membalikkan modal yang 

telah dikeluarkan. Selain itu juga bahan atau barang yang dijual di BUMDes masih tergolong 

sedikit, terutama untuk kebutuhan saprotani seperti pupuk, bibit dan kebutuhan lainnya. 

Masyarakat sangat menyayangkan akan hal ini, karena mereka menilai bahan yang dijual di 

BUMDes masih minim, karena barang yang mereka cari banyak yang tidak ada atau kosong. 

d. Pengendalian (controlling)  

 Pengendalian adalah suatu bentuk yang telah direncanakan oleh komisaris atau 

Kepala Desa terhadap pengurus dan pengelola BUMDes Tunas Harapan Jaya dengan tujuan 

untuk mencapai suatu target yang ingin dicapai berdasarkan kesepakatan bersama 

sebelumnya. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Pengurus BUMDes menyerahkan 

laporan, Pengawasan oleh Pemerintah desa, dan Menyelenggarakan rapat umum. 
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 Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indicator 

Pengendalian, peneliti melihat bahwa pengendalian yang dilakukan oleh pengelola BUMDes 

Tunas Harapan Jaya sudah cukup baik. Pengurus BUMDes selalu megadakan rapat minimal 

dua kali dalam setahun. Khususnya dalam kondisi yang memang dianggap perlu dalam 

pengambilan keputusan atau kebijakan terkait kemajuan BUMDes.  

 Dalam musyawarah, pengurus dan Pembina selalu melibatkan perwakilan dari 

masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita dan tokoh pemuda. Hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi mis komunikasi antara pengurus BUMDes, Pembina dan 

masyarakat. Selain itu transparan sipengelolaan BUMDes juga selalu diutamakan. Yakni 

dengan menyampaikan laporan kepada Komisaris atau kepala desa, yang kemudian di 

tempelkan di papan pengumuman Kantor Kepala Desa. 

 Jadi indikator pengendalian merupakan suatu bentuk yang telah direncanakan oleh 

komisaris atau Kepala Desa terhadap pengurus dan pengelola BUMDes Tunas Harapan Jaya 

dengan tujuan untuk mencapai suatu target yang ingin dicapai berdasarkan kesepakatan 

bersama sebelumnya. Pengurus BUMDes selalu megadakan rapat minimal dua kali dalam 

setahun. Khususnya dalam kondisi yang memang dianggap perlu dalam pengambilan 

keputusan atau kebijakan terkait kemajuan BUMDes.  

 Dalam musyawarah, pengurus dan Pembina selalu melibatkan perwakilan dari 

masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita dan tokoh pemuda. Hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi mis komunikasi antara pengurus BUMDes, Pembina dan 

masyarakat. Selain itu transparan sipengelolaan BUMDes juga selalu diutamakan. Yakni 

dengan menyampaikan laporan kepada Komisaris atau kepala desa, yang kemudian di 

tempelkan di papan pengumuman Kantor Kepala Desa. 

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis dilapangan terhadap pengelolaan program 

saprotani pada BUMDes Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten 

Rokan Hulu, secara keseluruhan belum terkelola secara optimal. Program saprotani pada 

BUMDes Tunas Harapan Jaya ini belum dikelola semaksimal mungkin oleh pengurus, 

Pembina, dan pihak lain yang terkait dengan BUMDes, padahal program ini jika dikelola 

dengan baik maka akan mendapatkan banyak keuntungan karena hampir secara keseluruhan 

kegiatan mata pencaharian masyarakat desa ini adalah bidang pertanian. Sehingga sampai 

sekarang kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli desa belum maksimal. Dikarenakan 

BUMDes usaha Saprotani ini baru jalan sekitar dua tahun lebih. Sehingga pengurus maupun 

Pembina harus bekerja keras untuk memajukan BUMDes usaha saprotani ini. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan yakni:  

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya masih belum 

maksimal dijalankan karena dari hasil penelitian diketahui kurangnya minat masyarakat 

untuk melakukan pembelian barang khususnya barang kebutuhan saprotani yang 
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disebabkan oleh banyak barang-barang yang tidak lengkap dijual serta masih ada 

masyarakat yang tidak mau ikut kerja sama dalam pengelolaan Bumdes Tunas Harapan 

Jaya. 

2. Masih adanya ditemukan faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya yakni kekurangan dana yang menjadi salah satu 

penyebab besarnya serta kurangnya pengawasan secara langsung pihak atasan bumdes 

untuk memeriksa secara langsung permasalahan yang terjadi terkait dengan kurang 

berjalannya penjualan barang di bumdes. Karena keberadaan Bumdes dalam 

melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimilki, sebagai 

lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang.  
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